
YOGYA (KR) - Para pe-

kerja berbagai sektor dan

pelaku usaha di DIY meng-

kritisi kebijakan Pemberla-

kuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) yang

dinilai semakin memberat-

kan beban di tengah himpi-

tan pandemi Covid-19 ini.

Koordinator Wilayah

(Korwil) Konfederasi Se-

rikat Buruh Sejahtera Indo-

nesia (K-SBSI) DIY bahkan

mendesak Pemerintah Pu-

sat untuk menghentikan

PPKM. Kebijakan penang-

gulangan pandemi Covid-19

ini dirasa justru membuat

rakyat semakin terpuruk.

”PPKM berdampak tu-

tupnya sektor wisata, pusat

keramaian, pendidikan se-

kolah dan kampus, pusat-

pusat perbelanjaan, bang-

krutnya para pedagang

pasar, sulitnya kondisi hotel

dan restoran, dan jatuhnya

omzet pedagang kuliner

yang menimbulkan pender-

itaan luar biasa,” tegas

Ketua Serikat Buruh K-SB-

SI DIY Dani Eko Wiyono ST

MT di sela aksi bersama,

Rabu (18/8) di Titik Nol

Kilometer Yogyakarta.

Aksi diikuti terbatas 200-an

peserta dari unsur buruh,

pekerja pabrik, pekerja seni

budaya, pekerja sektor pariwi-

sata, pekerja sektor pendidik-

an, dan pengusaha kuliner. 

* Bersambung hal 7 kol 1

JAKARTA (KR) - Sejak
17 Oktober  2019, lembaga
yang memberikan serti-
fikasi halal adalah Badan
Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) Ke-
menterian Agama (Keme-
nag). Kewenangan BPJPH
ini, sejalan dengan amanat
Pasal 72 Peraturan Peme-
rintah No 31 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelak-
sanaan Undang-Undang
No 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal.

Demikian keterangan

Pelaksana Tugas (Plt)

BPJPH Kemenag Mastuki

di Jakarta, Rabu (18/8).

”Jadi, perusahaan dari

dalam negeri maupun luar

negeri yang akan meng-

ajukan pendaftaran per-

dana (baru) atau perpan-

jangan (renewal) harus

melalui BPJPH,” ujar

Mastuki merespons perta-

nyaan tentang skema pe-

rusahaan dari luar negeri

yang akan mengajukan

pendaftaran sertifikasi ha-

lal ke Indonesia. 

Menurut Mastuki, peru-

sahaan (company), baik da-

lam maupun luar negeri,

yang mengajukan sertifika-

si halal ke Majelis Ulama

Indonesia (MUI) sebelum

17 Oktober 2019, masih

dibenarkan sesuai regulasi. 

* Bersambung hal 7 kol 5

YOGYA (KR) - Di te-

ngah pandemi Covid-19

melanda, yang membuat

aktivitas masyarakat ter-

batas, indeks demokrasi

Indonesia (IDI) DIY ta-

hun 2020 mengalami pe-

ningkatan 0,92 persen da-

ri tahun sebelumnya. Da-

ri keterangan terbaru Ba-

dan Pusat Statistik (BPS)

di website, Rabu (18/8)

terungkap IDI DIY  tahun

2020 sebesar 81,59 (per-

ingkat 4 nasional) me-

ningkat dari tahun 2019

sebesar 80,67 (peringkat

7). Sedangkan peringkat

1 ditempati DKI Jakarta. 

Dari laporan BPS itu

menyebutkan aspek yang

menyebabkan kenaikan

indeks tersebut, dianta-

ranya aspek kebebasan

sipil yang naik 3,57 poin

menjadi  96,46, aspek

lembaga demokrasi naik

0,59 poin menjadi 70,54.

Sedangkan aspek hak-

hak politik  di 80,43 atau

turun 2,56 poin.

Dalam laporan IDI ter-

sebut, terdapat 11 vari-

abel penilaian IDI. Dari

jumlah itu, terdapat 5 in-

deks variabel yang meng-

alami kenaikan, yakni

hak memilih dan dipilih,

kebebasan berkeyakinan,

kebebasan dari diskrimi-

nasi, peran birokrasi pe-

merintah dan kebebasan

berpendapat. Sedangkan

3 indeks variabel yang

tetap, yakni pemilu yang

bebas dan adil, peran par-

tai politik dan peran pe-

radilan yang independen.

Namun terdapat 3 indeks

variabel yang mengalami

penurunan, yakni kebe-

basan berkumpul dan

berserikat, peran DPRD

serta partisipasi politik

dalam pengambilan kepu-

tusan dan pengawasan

pemerintahan. 

Menanggapi capaian

tersebut, Ketua Komisi A

DPRD DIY, Eko Suwanto

mengemukakan, secara

umum IDI tahun 2020 di

DIY naik dibanding ta-

hun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, di te-

ngah pandemi Covid-19,

perlu peningkatan partisi-

pasi masyarakat khusus-

nya dalam kebijakan pem-

bangunan dan secara khu-

sus dalam penanggulan-

gan Covid-19. ”Partisipasi

itu sangat penting teruta-

ma dalam kebijakan

* Bersambung hal 7 kol 1
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PEREKONOMIAN DIY triwulan II-2021 tumbuh 11,8% ter-

hadap triwulan II-2020. Ini mencengangkan di tengah diter-

apkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM). Rekor pertumbuhan ekonomi setinggi ini belum

pernah terjadi sepanjang sejarah DIY, bahkan jauh melam-

paui pertumbuhan ekonomi nasional yang 7,07%.

* Bersambung hal 7 kol 1

Melalui Transfer

118 Paguyuban Alumni SMP II IKIP

Pakem 1966 ( PASKIP 66 ) . 1,000,000.00 

JUMLAH  . . . . . . . . . . . . . . . Rp 1,000,000.00 

s/d 17  Agst  2021  . . . . . . . . Rp 497,374,656.00 

s/d 18  Agst  2021    . . . . . . Rp 498,374,656.00 

(Empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus

tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)

(Siapa menyusul?)

NO NAMA ALAMAT RUPIAH 

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak
wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri mau-
pun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para derma-
wan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuang-
an KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasi-
onal dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening
BCA 126.556.5656 atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT.
(Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA 081 2296 0972.

Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

UNTUK memudahkan pe-
ngiriman naskah SST bisa
melalui e-mail: www. nas-
kahkr@gmail.com atau WA
0895-6394-11000, ditulis
Naskah SST. 

KR-Sekretariat Kepresidenan

Pengembalian naskah asli Teks Proklamasi dari Sekretariat Presiden kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di

Gedung O, ANRI, Jakarta, Rabu (18/8).  

SEJAK 17 OKTOBER 2019 TAK LAGI KE MUI

Daftar Sertifikasi Halal ke BPJPH Kemenag

JAKARTA (KR) - Sekretariat Presiden mengemba-

likan naskah asli Teks Proklamasi, yang dihadirkan pa-

da Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemer-

dekaan Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Selasa

(17/8) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Sebagaimana informasi yang disampaikan Biro Pers

Sekretariat Presiden, proses pengembalian naskah asli

Teks Proklamasi tersebut dilakukan Kepala Biro

Administrasi Sekretariat Presiden Sony Kartiko kepada

Direktur Preservasi ANRI Kandar, yang berlangsung di

Gedung O, ANRI Jakarta Selatan, Rabu (18/8).

Kegiatan ini turut disaksikan Kepala Biro Umum

Sekretariat Presiden, Erry Hermawan dan Plh Kepala

Biro Umum ANRI, Dipo Winarto. Sebelumnya, naskah

bertulis tangan Sang Proklamator Ir Soekarno tersebut

dibawa dari tempat penyimpanan di Istana Merdeka

menuju ANRI untuk kemudian dilakukan serah terima

dan kembali mendapatkan perawatan terbaik.

Menurut catatan sejarah, naskah asli Teks Proklamasi

tersebut diselamatkan dan disimpan oleh seorang tokoh

pers dan pejuang kemerdekaan, BM Diah, untuk kemu-

dian diserahkan kepada Presiden Soeharto. Selanjutnya,

naskah tersebut diteruskan kepada Menteri Sekretaris

Negara 1988-1998, Moerdiono.

Pada tahun 1992, Moerdiono menyerahkan dokumen

bersejarah tersebut kepada ANRI untuk disimpan dan

dirawat dengan baik hingga saat ini. (Ant)-f

Sekretariat Presiden Kembalikan 
Naskah Asli Teks Proklamasi ke ANRI

YOGYA (KR) - Pemda DIY minta pengelola rumah sa-

kit dan laboratorium di DIY untuk mematuhi dan meng-

ikuti ketentuan Pemerintah Pusat mengenai penurunan

tarif atau biaya tes swab Polymerase Chain Reaction

(PCR) Covid-19. Dengan diturunkannya tarif ini, diharap-

kan masyarakat tetap mendapatkan layanan secara baik,

dan beban mereka pun berkurang.

”Saya minta rumah sakit dan laboratorium di DIY bisa

mentaati ketentuan yang sudah ada. Untuk detailnya

Menteri Kesehatan segera membuat aturan tentang batas

maksimal (batas harga). Kita ikuti saja aturan yang dibu-

at Kemenkes,” kata Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM di

kantornya, Rabu (18/8).

Baskara Aji mengungkapkan, kewenangan soal tarif itu

memang lebih banyak ada di Pemerintah Pusat dalam hal

ini Kemenkes. Untuk itu pihaknya belum mengetahui se-

cara detail aturannya, termasuk soal kecepatan hasil

(waktu pemeriksaan sampai diketahui hasilnya) menjadi

pertimbangan dalam penentuan harga.

Sementara itu kasus konfirmasi positif Covid-19 di DIY

secara harian menunjukkan penurunan signifikan. Kabag

Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY

Ditya Nanaryo Aji mengatakan kasus kesembuhan lebih

tinggi dibandingkan penambahan kasus baru terkonfir-

masi. Terdapat penambahan kasus sembuh harian 2.311

sehingga total sembuh menjadi 113.768 pada Rabu (18/8).

”Angka kesembuhan terus mengalami peningkatan se-

tiap harinya, tetapi masyarakat harus tetap waspada dan

tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan,”

katanya.

* Bersambung hal 7 kol 1

KASUS HARIAN DI DIY TURUN 

Taati Tarif Tes PCR

PEKERJA DAN PELAKU USAHA KRITISI PPKM

Beban Makin Berat, Dibutuhkan Stimulus

KR-Juvintarto

Aksi menolak PPKM oleh K-SBSI di Titik Nol

Kilometer Kota Yogyakarta.

● KETIKA saya menda-
pat undangan pelatihan
UMKM di kantor kelurah-
an, saya langsung mengisi
buku tamu, mengambil
snack, makan siang dan
diberi uang transpot. Se-
telah mengikuti pelatihan
sampai selesai, saya tidak
nyambung karena materi
yang disampaikan tidak
saya pahami. Ternyata sa-
ya salah masuk ke ruang
untuk kegiatan calon ang-
gota legislatif. Saya kemu-
dian mengikuti acara itu
sampai tiga hari. (Iswari,
Bantarjo RT 02 RW 27 Do-
noharjo, Ngaglik Sleman)-f


